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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis faktor-

faktor terjadinya pungutan liar (pungli) dalam proses pembuatan sertifikat 

tanah di Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, serta 

mengkaji bentuk dan mekanisme praktik tersebut dalam perspektif hukum. 

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya sertifikat tanah 

sebagai alat bukti kepemilikan yang memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum, namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya 

penyimpangan berupa pungli yang merugikan masyarakat dan bertentangan 

dengan prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris 

dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, 

serta studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena pungli 

secara mendalam, baik dari aspek hukum maupun praktik di lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pungli dalam proses 

pembuatan sertifikat tanah terjadi melalui permintaan biaya tambahan di 

luar ketentuan resmi dengan berbagai alasan, seperti biaya administrasi, jasa 

percepatan, dan lain-lain. Mekanisme pungli umumnya melibatkan oknum 

aparat desa atau pihak terkait yang memanfaatkan posisi dan 

kewenangannya. Faktor penyebab terjadinya pungli meliputi faktor internal, 

seperti penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, dan rendahnya 

integritas aparatur, serta faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap prosedur dan biaya resmi, serta kompleksitas birokrasi. 

Secara yuridis, praktik pungli tersebut bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, khususnya dalam perspektif hukum 

administrasi negara dan tindak pidana korupsi, karena mengandung unsur 

penyalahgunaan kewenangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan transparansi pelayanan, 

penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat 

guna mencegah terjadinya pungli di masa mendatang. 

 

Kata Kunci: Pungutan liar, sertifikat tanah, pelayanan publik, 

penyalahgunaan wewenang, hukum administrasi negara. 
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ABSTRACT 

This study aims to juridically analyze the factors of illegal levies 

(pungli) in the process of making land certificates in Sawoo Village, Sawoo 

District, Ponorogo Regency, as well as examine the form and mechanism of 

the practice from a legal perspective. The background of this research is 

based on the importance of land certificates as evidence of ownership that 

provides certainty and legal protection, but in practice there are still 

irregularities in the form of pungli that are detrimental to the community 

and contrary to the principles of transparent and accountable public 

services. 

This research uses an empirical legal research method with a 

qualitative approach. Data was obtained through interviews, observations, 

and documentation studies which were then analyzed in a qualitative 

descriptive manner. This approach is used to understand the phenomenon of 

pungli in depth, both from legal and practical aspects in the field. 

The results of the study show that the form of pungli in the process of 

making land certificates occurs through the request for additional fees 

outside of official provisions for various reasons, such as administrative 

fees, acceleration services, and others. The pungli mechanism generally 

involves village officials or related parties who use their positions and 

authority. Factors that cause the occurrence of pungli include internal 

factors, such as abuse of authority, weak supervision, and low integrity of 

the apparatus, as well as external factors, such as the lack of public 

understanding of official procedures and costs, as well as bureaucratic 

complexity. 

Juridically, the practice of pungli is contrary to laws and 

regulations, especially in the perspective of state administrative law and 

corruption, because it contains elements of abuse of authority and harms 

the community. Therefore, improvement efforts are needed through 

increasing service transparency, strengthening supervision, and increasing 

public legal awareness to prevent the occurrence of pungli in the future. 

 

Keywords: Illegal levies, land certificates, public services, abuse of 

authority, state administrative law. 
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